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AGENDA PEMBELAJARAN

WIB                           WITA WIT

08.00 – 10.00 9.00 - 11.00 10.00 – 12.00 Penyampaian Materi

10.00 – 10.15 11.00 – 11.15 12.00 – 12.15 Pembagian Kelompok & Penugasan

10.15 – 14.30 11.15 – 15.30 12.15 – 16.30 Ishoma & Diskusi Kelompok

14.30 – 14.50 15.30 – 15.50 16.30 – 16.50 Paparan Kel.1, Penanggap Kel. 2

14.50 – 15.10 15.50 – 16.10 16.50 – 17.10 Paparan Kel. 2, Penanggap Kel. 3

15.10 – 15.30 16.10 – 16.30 17.10 – 17.30 Paparan Kel. 3, Penanggap Kel. 4

15.30 – 15.50 16.30 – 16.50 17.30 – 17.50 Paparan Kel. 4, Penanggap Kel. 1

15.50 – 16.20 16.50 – 17.20 17.50 – 18.20 Evaluasi dan review

16.20 – 16.30 17.20 – 17.30 18.20 – 18.30 Evaluasi dan Penutup



PRE-TEST

https://www.wirakarta.com

https://wirakarta2018.wordpress.com/


DASAR HUKUM

UU No.17 Tahun 20031

UU No.25 Tahun 20042

PP No.8 Tahun 20084

Permendagri No.86 Tahun 20177

PP No.12 Tahun 20196

UU No.23 Tahun 20143

Permen PPN No.5 Tahun 20198

PP No.90 Tahun 20105

Permenkeu No.208/PMK/20199
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PERENCANAAN

PENATAUSAHAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN 

PELAPORAN

PENGAWASAN

PERTANGGUNG JAWABAN

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

MANAJEMEN



Perencanaan
Pemahaman

APA YANG DIMAKSUD DENGAN 
PERENCANAAN ……….? 



Perencanaan
UU No. 25 Tahun 2004

Suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia.



Hirarki
Dokumen
Perencanaan

RPJM 4RPJM 1 RPJM 3RPJM 2

Penjabaran Visi Misi (5 tahunan)

Renstra

RPJP 
(20 tahunan)

RKP 
(tahunan)

Penjabaran RPJMD sesuai Tusi (5 tahunan)



MANAJEMEN

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RPJPD

RPJMD
Visi Misi Gubernur

RENSTRA 

SKPD

RKPD RENJA 

SKPD

APBD

RPJPN

RPJMN
Visi Misi Presiden

RENSTRA

K/L

RKP

APBN

PUSAT DAERAH

pedoman

Dokumen

Perencanaan

20 tahunan

RENJA

K/L

pedoman

pedoman

acuan

pedoman

dijabarkan

Dokumen

Perencanaan

5 tahunan

Dokumen

Perencanaan

dan 

Penganggaran

Tahunan

acuan

diperhatikan

diselaraskan

pedoman

pedomandijabarkan

pedoman

acuan

pedoman

PERIODE

RKA 

SKPD

RKA 

K/L

pedomanpedoman



PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

TEKNOKRATIS
ILMIAH
Pengkajian dokumen yang 

menjadi referensi (RPJM, RPJP, 

RTRW, RKP).

PARTISIPATIF
PELIBATAN STAKEHOLDER
Pelaksanaan Musrenbang

yang melibatkan seluruh

pemangku kepentingan

(Daerah, K/L, Asosiasi Profesi, 

Pakar, Akademisi, LSM, NGO 

dll).

POLITIS

BOTTOM UP/
TOP DOWN

• MASYARAKAT
Penjaringan aspirasi melalui

forum konsultasi publik

• PEMERINTAH
Antisipasi isu aktual dan 

kebijakan yang berkembang

KETERLIBATAN DPR/D

Pembahasan dengan
DPR/D



Merupakan penjabaran dari
tujuan dibentuknya pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum

dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dalam

bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan Nasional. 

NASIONAL

Visi, misi, dan arah
pembangunan Daerah yang 

mengacu pada RPJP Nasional. 

DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
UU 25/2004



NASIONAL DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
UU 25/2004

Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden serta berpedoman pada RPJP Nasional,
yang memuat
• strategi pembangunan Nasional,
• kebijakan umum,
• program KL dan lintas KL,
• kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
• kerangka ekonomi makro termasuk arah

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang
berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Kepala Daerah, berpedoman pada RPJP Daerah 
serta memperhatikan RPJM Nasional, memuat
• arah kebijakan keuangan Daerah, 
• strategi pembangunan Daerah, 
• kebijakan umum, dan program SKPD, lintas

SKPD, dan 
• program kewilayahan disertai dengan rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. 



Proses Penyusunan RPJM

Rancangan
Renstra 1

Rancangan
Renstra 2

Rancangan
Renstra 3

Rancangan
Renstra 4

Rancangan
Renstra …

Rancangan
Renstra 6

Rancangan
Renstra 7

Rancangan
Renstra 5

Rancangan

RPJMIsu Strategis
Nasional 

Isu Strategis
Daerah

Ealuasi RPJM 
Sebelunmnya

VISI MISI



NASIONAL DAERAH

RENCANA STRATEGIS
UU 25/2004

Memuat visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi K/L yang disusun

dengan berpedoman pada RPJM 
Nasional dan bersifat indikatif. 

Renstra-SKPD memuat visi, 
misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan yang 
disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RPJM 

Daerah dan bersifat indikatif. 



Proses Penyusunan Renstra

Renstra 1

Renstra 2

Renstra 3

Renstra 4

Renstra SKPD …

Renstra 6

Renstra 7

Renstra 5

RPJMDIsu Strategis
Nasional

Isu Strategis
Daerah

Ealuasi RPJM 
Sebelunmnya

VISI MISI 



RPJMN 2020-2024 



NASIONAL DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH
UU 25/2004

Penjabaran dari RPJMN, memuat:
• prioritas pembangunan,
• rancangan kerangka ekonomi makro secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
• program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penjabaran dari RPJMD dan mengacu
pada RKP, memuat
• rancangan kerangka ekonomi

Daerah, prioritas
• pembangunan Daerah,
• rencana kerja, dan pendanaannya.

Renja K/L → RKA K/L Renja SKPD → RKA SKPD

APBN APBD



URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN

(Pusat dan Daerah)
ABSOLUT

(Pusat)

1. Urusan Wajib (24)
➢ Pelayanan Dasar (6)

₋ Pendidikan - Perkim
₋ Kesehatan - Trantib, Linmas
₋ PU dan TR                                - Sosial

➢ Non Pelayanan Dasar (18)
⁻ Naker - Kominfo
⁻ Pemberdayaan PA                   - KUKM 
⁻ Pangan - Penanaman Modal
⁻ Pertanahan - Kepemudaan & OR
⁻ LH                                               - Statistik
⁻ Admindukcapil - Persandian
⁻ Pemberdayaan masy desa - Kebudayaan
⁻ Dalduk & KB                             - Perpustakaan
⁻ Perhubungan - Arsip

2. Urusan Pilihan (8)
₋ Kelautan & perikanan - ESDM
₋ Pariwisata - Perdagangan
₋ Pertanian - Perindustrian
₋ Kehutanan - Pariwisata

a. Politik luar negeri;
b. Pertahanan;
c. Keamanan;
d. Yustisi;
e. Moneter dan fiskal nasional; 
f. Agama.

APBN
APBD

APBN

UU 23/2014



PENYUSUNAN RKA

Penyusunan RKA-K/L 
yang mengacu pada 
Renja dan RKP 
merupakan bagian
dari penyusunan
Rancangan APBN

01
Disusun oleh 
Menteri/ Pimpinan
Lembaga selaku
Pengguna Anggaran

02
Dilakukan
berdasarkan Pagu
Anggaran K/L yang 
ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan

03



Target Kinerja

Target dan indikator Kinerja

VISI

MISI

ARAHAN

SASARAN

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN

Target dan indikator Kinerja

Target dan indikator Kinerja

Target dan indikator Kinerja

Target dan indikator Kinerja

Target dan indikator Kinerja

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

IMPACT



APBDAPBN



Apa yang dimaksud
dengan APBD dan APBD..? 



Pengertian APBN dan APBD

• UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujuioleh DPR.      

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan UU.

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang  ditetapkan dengan Perda.

SATRIA WIRAWAN



Struktur APBN dan APBD 



Logika APBN/APBD

DEFISIT

APBN/APBD =   PENDAPATAN + Penerimaan Pembiayaan =   BELANJA + Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan

Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

PENDAPATAN

BELANJA PENDAPATAN

BELANJA

SURPLUS
Pengeluaran

PembiayaanPenerimaan

Pembiayaan

SATRIA WIRAWAN



SIKLUS APBN 







APBN 2021
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APBD DKI 
Jakarta
2021





TUGAS KELOMPOK

1. RPJMN 2020-2024 
• Visi Misi dan Arahan Presiden→ Identifikasi sasaran yang akan dicapai oleh kontribusi MA
• Identifikasi asasaran dan target kinerja yang menjadi tanggung jawab MA dalam Memperkuat

Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
• Urutkan dalam tingkatan dari Visi, Misi, Arahan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, Program 

Prioritas→ Bandingkan dengan Renstra MA dan Kegiatan 2021

2. Pelajari isu aktual sesuai kasus :
• Apa kelemahan-kelemahan upaya penegakkan hukum yang terjadi saat saat ini ?
• Jika kelemahan dimaksud tidak segera ditangani apa dampak yang akan ditimbulkannya ?
• Identifikasi akar masalahannya kenapa hal itu terjadi !
• Apa alternatif solusi yang dapat dilakukan agar dapat memperkuat upaya penegakkan hukum di 

Indonesia dikaitkan dengan sasaran target kinerja dan pencapaian Visi Misi Presiden ?

DISKUSIKAN dan PAPARKAN



VISI, MISI dan SASARAN 

MISI ARAHAN 
PRESIDEN

AGEDA 
PEMBANGUNAN



PROGRAM PRIORITAS MA



PROGRAM PRIORITAS MA



POST-TEST

https://www.wirakarta.com

https://wirakarta2018.wordpress.com/


TERIMA KASIH

MAJU KOTANYA BAHAGIA WARGANYA


